
SALINAN

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2OL2

TENTANG

RETRIBUSIPENGGANTIANBIAYACETAKI{ARTUTANDAPENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka meningkatkatn mutu

Penyelenggaraan Admin-lstrasi Kependudt-tT."1 maka

pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh

i.*..i"t"f, Kabupaten' Baiangan disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat di

Balangan;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

ZOO, tentang p":it- Daerah?an Retiibusi Daerah, perlu

diatur pelaksanlan retribusi penggantill .piaya cetak

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud d*am fruruf a dln huruf b, perlu menetapkan

Peraturanpuer^rrtentangRetribusiPenggantianBiaya
Cetak Kartu f""i" PenduJuk dan Akta Catatan Sipil;

Undang-Undang Nornor 1 
- 
Tahun L974 tentang

Perkawinan lt eirbaran Negara Republik Indonesia Tahun

7974 Nomor i, fambana]r Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 3Oi9);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pid.ana "1l**bu'at' Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 womor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 - Tahun 2OA2 tentang

Perlindungan e-naL (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OA2 No*oi 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a235\;

4. Undang-Undang Nomor 
- 

2 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten

Balangan ai- pro"i""l Kalimantan selatan (Lembaran

b.

C.

2.

3.



Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a265\;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2AA4Nomorl25'TambahanLembaran
Negara n"p*illir. Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telahalrrU"f.U"berapakali,terakhirdenganUndang-
Undang fto*o, 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Ut'auttg Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang

Pemerintah Saerah (ilembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20Ot 
-wo*ot 

59, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor aSaa|;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Ad.minist.r,*i?3p"ndud'ukan (Lembaran .Ne 
gara Republik

Indonesia tahun 2006 Nomor 124' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a67a\;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2}og Tentang Pajak

DaerahdanRetribusiDaerah(Lembaran.NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

8. Undang-Undang Republik .Indonesia 
Nomor 12 Tahun

20 i 1 t.rrillg'- p"iU*"t.rf."" Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523\;
g. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun t975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor-- 1 Tahun t974

tentang pettt'*i"a" (Lemlaran Negara Republik

Indonesia Tahun 7975 Nomor 12' Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 3O5O);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.-23 Tahun 2006

Tentang Aiminist""i KeptnJudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahrrn 2AO7 Nomor 8O' Tambahan

Lembaran N;;;;Rtpublik Indonesia Nomor a7 36\;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata cara pemberian 
--Jr.* 

Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaratiil"S"J Rtp.ublik Indonesia Tahun 2o1o Nomor

119, 'f.*Uunlt' Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5161);

12. Peraturan Presid'en Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyarata,- du't' Tata Car; Pendaftaran Penduduk dan

Peneatatan SiPil;

13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2OAq tentang

Penerapa'X"*"Tandap""a''a"itBerbasisNomorlnduk
Kependudukan Secara Nu'slonat' sebagai3"s'' tel+
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesra

Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Republik i"ao"ttiJ Nomor 26 Tahun 2009



tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

Nomoinduk Kependud'ukan Secara Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5-3 Tahun 2OlL

tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 69$;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Baiangan Nomor 03 Tahun

2008 tentang Pembentukan organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Eaerah Kabupaten Balangan (Lembaran

Daerah Kabufaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03'

Tambaha, t embaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor

++1, *"U.gaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang
perubahan Atas #raturan Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, organisasi

dan Tata K;;j; Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

(Lembaran Dlerah Kabupaten Balangan Tahun 2011

Nomor 18);

16.PeraturanDaerahKabupatenKabupatenBalangan
NomorloTahun2aogtentangPokok-PokokPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Tahun 2OAg Nomor 1O' Tambahan Lembaran

DaeraL Kabupaten Balangan Nomor 55)'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDApRAHI(ABUPATEI{BALANGAN
dan

BUPATI BALITNGAN

MEMUTUSKAN :

MenetaPkan : PERATURAN- 
PENGGANTIAN
PENDUDUK DAN

DAERAH TENTANG RETRIBUSI-BIAYA CETAK I{ARTU TANDA

AKTA CATATAN SIP&.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i.- br."trh adalah Kabupaten Balangan' ,-^. r\^a-^r. oplrar
z. pemerintah Daerah .a*"h g"p"ii dan perangkat Daerah sebagai

penyelenggara Pemerintahan D aerah Kabupaten Balangan'

3. bupati adalah BuPati Balangan'
4,Dewanp"*^r.ir*RakyatDaerahyangselanjutnya.disebut

adalah o.*.r-p"*akilan Rakyat oaeiah Kabupaten Balangan.

unsur

DPRD



S. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang bertanggu;g jawab dan berwewenang melaksanakan pelayanan

dalam,rr.r" u;i p"riy"t" r, ggaraan Admini stras i Kepen dudukan .

6. Kas Umum Daerar, aa*ar, tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan or"t, Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah

dan membayar seluruh pengeluaran daerah'

7. Administrasi Kependuauun "a*.n 
rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dLn data kependudukan meialui

pendaftaran penduduk, - pencatatan sipil' pengelolaan informasi

Administrasi i(ependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk

pelayanan publik pembangunan sektor lain'
S.Pendudukad'aiahWargaNegaralndonesiadanorangAsingyang

bertemPat tinggal di lndonesia'
g. Warga Negara"Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI a$3tah orang-

orang bangsa Indonesia u*1i d""r, or.rrg-or"ng lain yang disahkan dengan

Unda:ng- dndang sebagai Warga Negara-Indonesia'

1o. Orang Asing adaiah orang yarig bukln Warga Negara Indonesia'

1 1. Dokum"r, r"p.rrJudukari La"r"r, Dokumen r"*mi yang diterbitkan oleh

Instansi Peiaksana yang *"*prr"y*i kekuatan hukum sebagai *11t

bukti autentik yang dihisitkan'dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan SiPil'
12. pendaftaran Pendudut< adalah pencatatan biodata penduduk'

pencatatan atas pelaporan peristiwa kepend'udukan dan pendataan

penduduk rentan aaminisLasi kependudukan serta penerbitan

dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan

penduduk.
13. peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang

harus dilaporkan karena membawl akibat terhadap penerbitan atau

perubahanKartuKeluarga(KK),Kql.rTandaPenduduk(KTP),Kartu
Identitas Anak (KIA) dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya

meliputipind'ahdatang,perubahanalamat,tinggalsementaraserta
perubahan status tinggii terbatas menjadi tinggal tetap'

14. Nomor Induk Kependudr-,k";-t;;g seianjutnya aisinqlat dengan (NIK)

adalah nomor id,entitas p""a.,dri.!t,* blrsiflt unik/khas' tunggal dan

melekat pada seseorang v.rrg t.raita. 
"euu.gai 

pendudu_k- Indonesia'

15. Kartu Keluarga yang ".t"rirtrya disingkat dengan KK adalah kartu

identitas ""giot" 
keluarga Vu"g memuat data tentang nama' susunan

dan hubu"g??-, J"r.* t 
"l"rrr.iga, 

"serta identitas angsot3L_keluarga'

16. Kartu Tanda Penduduf. v""g-."r"njut"v1 disingkar KTP adalah identitas

resmi penduduk sebagai Urif<ii afi aitirUitkarioleh Dinas yang berlaku

di seluruh *il"v"r, Ne[ara Kesatuan Repubiik Indonesia.

1,7. pencatatan Sipil adalah perr.Jti"t p.iistiwa penting yang dialami oleh

seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas'

18. pejabat pencatatari Sipit- adalah pejabat- yang melakukan pencatatan

peristiwapenting-.-ya'gdialamiseseorangpadaDinasyang
pen gan gkatlnnya iials-a1r<an pada peratu.ran Pe rundang- und an gan'

19. Peristiwa Penting adalah k;j;i;;-v""s dialami "r:h:t::T*'* 
meliputi

kelahiran, kematian, r*r.ir'*"ti,'p"rf"*inan, perceraian, pengakuan

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak' perubahan nama dan

perubahan status kewarganegaraan'
20. Kutipan Akia Pencatata;Sipfi "Jalah 

kutipan dari akta-akta pencatatan

sipil yang JiU",ittt" kepada penduduk atau penduduk asing'

21. Kutipan er.t' Kedua dan seterusnya *ad"r' Kutipan akta-akta

pencatatao.*ipirr."duadanseterusnyayangdapatditerbitkanoleh
dinaskarenakutipanaktapertamahiiang,rusakataumusnahsetelah



dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang'

22.pengakuan Anak adalah p.tg"i.i* "".9.ir- 
hukurn-dari seorang bapak

terhadap ."*ii"v, t "r.r, lah]r di luar ikatan perkawinan yang sah atas

persetujuan ibu kandung anak tersebut'

23. pengangkatan Anak adJah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak

anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali-.yang sah,

atau orang lain yang bertanggungiawab atas perawatan, pendidikan dan

membesarkan ".,ut 
tersebut ke?alam lingkungan keluarga"orang tua

angt<atnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetaP'
24.Pengesahan Anak adalah pengesahan

lahir di luar ikatan perkawinan yang
status hukum seorang anak Yang
sah, menjadi anak sah sePasang

SKRD
jumlah

suami istri.
25. Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil ?aiah retriLusi atas pelayanan pendaftaran*penduduk

dan catatan sipil yang disJlakan'atal diberikan oleh Pemerintah

Daerah untuk-tujut., tEp.ntingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan'
26. W;jib Retribusi aa*afr orang pribadi. atau badan yang menurut

peraturan perundang-undang*I tlttiUrrsi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribuii, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

tertentu.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya. disingkat

adaiah surat'- ketetapan retribusi yang menentukan besarnya

pokok retribusi Yang terutalg'
2g. surat setoran 

-Retribusi 
DLerah yang selanjutnya- disingkat SSRD

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

dilakukan d";g;;-;;nggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke ka-s daerariir"rur"i l.*pat pembayaran yang ditunjuk oleh

BuPati.
2g. surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD'

adalah surat untuk melakukan'tlgihan retiluusi dan/atau sanksi

aJministratif berupa bunga dan/atau denda'

30. penyidikan finlat pia"t I "al"i, serangkaian tindakan yang dilakukan

oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang pelanggaran ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini yang terjadi ""'t, menemukan tersangkanya. .

31. Penyidik adaiah Pejabat porisi N"g"ra Repu.blik Indonesia atau Pejabat

pegawai Negeri Sipil _tert""irr- yl.rg diberi wewenang oleh Undang-

Undang untuk meiakukan penyidikan'
32. penyidik Pegawai Negeri Sipil baerah yang selanjutnya disingkat PPNS

Daerah adalah pejabat p"g"*"i Negeri Sipit tertentu di Lingkungan

pemerintah Daerah yang aiUeri we*Jrrr.rrg ot"ft Uttaang-Undang untuk

melakukan penyidikan xas pelanggaran Plraturan Daerah'

BAB II
NAMAO OBJEK, SUBJEK DAN WA"IIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian e|3Va Cetak Kartu Tanda

penduduk dan Akta catatari" sipil dipungut retribusi. atas

pelayanan peneruiian Kartu Tanda penduduk d"r, Rttr- catatan Sipil'



Pasal 3

(1)objekretribusipenggantianbiayacetakkartutandapenduduk' ' dan akta catatan sipil adalah pelayanan:

a. kartu tanda Penduduk (KTP);

b. kartu keluarga (KK);

c. akta catatan siPil'

(2) pelayanan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. Permohonart Baru :

1. akta Perkawinan;
2. akta Perceraian;
3. akta kematian;
4. Akta Pengakuan Anak'

b. Kutipan Akta Kedua dan Seterusnya :

1. Akta Perkawinan;
2. Akta Perceraian;
3. Akta Kematian;
4. Akta Pengakuan Anak'

Pasal 4

(1) Subjek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk

d,an akta Catatan srpri *a.ur' orang pribadi yang

menggunakan/menikmatijasapelayananpendaftaranpenduduk
dan Pencatatan siPil'

(2) Wajib retribusi pengqallian biaya c.9tal kartu tanda penduduk dan

akta catat"r, *ipit iJalah or"t g pribadi atau Badan yang menurut

ketentuan peraturan peru.rdit g-undangan retribusi diwajibkan

untuk melakukan pembayaran ietribusi- penggantian braya cetak

ku.t tanda penduduk dan akta catatan sipil'

Retribusi Penggantian
catatan siPil termasuk

BAB III
GOLOIIGAN RETRIBUSI

Pasal 5

biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta

d.aiam golongan retribusi jasa umum'

BAB TV

CARAIYIENGUKuRTINGI(ATPENGGUNAANJASA

Pasal 6

TingkatpenggunaanjasapenerbitanKartuTandaPendudukdanAkta
Catatan Sipil diukui U"iAr,*ait *r, jumlah penerbitan Kartu Tanda

Penduduk dan Akta Catatan SiPil'



BAB V
PRINSIPDANSASARANDALAIVIPENETAPANSTRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya

cetak KTP dan akta catatan sipil hanya .Temperhit""^g5?,". 
biaya

pencetakan dan p.rg"a*ilistrasiair KTP dln Akta Catatan Sipil dengan

il;;;atikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAI{ BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu

tanda penduduk dan akta catat"" "ipif'dig;Lngkan 
berdasarkan jenis

pelayananyangdiberikansebagairnanatelcantumdalamLampiran
yang merupakr. U,'giu'" yang ti#L terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Retribusi Yang
diberikan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan

BAB VIII
MASARETRIBUSIDANSAATRETRIBUSITERUTANG

Pasal 10

Masaretribusiad'alahjangkawaktusubjekretribusiuntuk
mendapatkan p"hy;;;;, "faJitas dan/atau memperoleh manfaat

dari Pemerintah Daerah'

Pasal 11

Saat retribusi terutang adaiah pada saat ditetapkan SKRD atau

dokumen lain Yang diPersamakan'

BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal L2

{].)TarifRetribusisebagaimanadimaksuddalamPasalsditinjau-'' 
r..*t.li paling lama s 1tiga1 tahun sekali'

pada aYat (i)
perkembanganPeninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud

dilakukan dengan mffierhatikan indeks harga dan

perekonomian.

(2)



t3l Peniniauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

'-' Jit"tu.pkan dengan Peraturan Bupati'

(u

{2\

BAB X
PEMUNGUTAI{ RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan'

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

lain yang diPersamakan'

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada

"v"l irl 
dapat Uerupa kaicis, kupon dan kartu langganan'

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar' -dikenakan sanksi

administratif berup" Ut'"gI sebesar ; Yo (dua persen) - setiap

bulandariRetribusiyangterutangyang*tidakataukurang
;ib;;. dan ditagih dengan menggunakan STRD'

penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat

didahuiui dengan Surat Teguran'

Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk

mendanai kegia;; i""* ueit 
"itar, 

langsung dengan penyelenggaraan

pelayanan Yang bersangkutan'

TataCarapelaksanaanpemungutanRetribusiakandiaturlebih
lanjut dengan Peraturan BuPati'

Bagian Kedua
Tata Cara PembaYaran

Pasal 14

Pembayaranretribusiyangterutangharusdilunasisekaligus,

Retribusiyangterutangharuldilunasiselambat-lambatnya15
(lima belas) h"ti-";j;k -diterbitk""'y" SKRD atau dokumen lain

yang diPersamakan'

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran

retribusi akan diJ; iebih fanjui dengan Peraturan Bupati'

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(1)

(2\

(3)



(1)

{2\

(3)

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 15

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya

U";;" Bupati atau pejabaf yang ditunjuk atas SKRD atau

doirumen lain Yang diPersamakan'

Keberatand'iajukanSecaratertulisdalambahasaindonesia
J"tg"t disertaialasan-alasan yang jelas'

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu.paling lama s (!iga)

bulan sejak tr"gs;i'sKd Jiterutit<ai, k*.r.li jika wajib Retribusi

tertentu dapat menunjukkan b'hwa jangka waktu itu tidak

;;p;a dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya'

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimalS djmaksud pada ayat (3)

adalahsuatukeadaanyangterjadidiluarkehendakatau
kekuasaan Wajib Retribusi'

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi'

lama 6 (enam) bulan sejak

harus memberi kePutusan
dengan menerbitkan Surat

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling

tanggal Surat Keberatan diterima
atas-keberatan Yang diajukan
Keputusan Keberatan'

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk

memberikr, 
- 
f..i"-ii"" h'*i<'m bagi wajiu Retribusi' bahwa

keberatanyangdiajukanharusdiberikeputusanolehBupati.

(3) Keputusan Bupati 
- 
atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya

Retribusi Yang terutang'

(a) Apabila jangka waktu sebagaimana d'imaksud pad'a ayat (i) telah

lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang

diajukan tersJbut dianggap dikabulkan'

Pasal 17

(1) Jika pengajuan - .- keberatan dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan ptJbty''tt"- retribusi dikembalikan

dengand'itambahimbalanu*"g"sebes.ar,2o/o(duapersen)
sebulan untuk p"fi"g lama 12 (dua belas) bulan'

(2)Imbatanbungasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dihitung
sejak buian pelunasan ".*pri 

dengan diterbitkannya SKRDLB'



BAB XI
PENGURANGAN' KERINGANAN DAN

Pasal 18

PEIVIBEBASAN RETRIBUSI

pengurangan, keringanan dan
(1)

(2\

Bupati daPat memberikan
pembebasan retribusi'

Pengurangan, keringanan dan pernbebasan. retribusi diberikan

;;;;;;mperhatikan kemampuan wajib retribusi'

Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan' keringanan

danpembebasanretribusidiaturlebihlanjutdenganPeraturan
Bupati.

BAB XII
PENGEMBATIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal L9

(1)AtaskelebihanpembayaranRetribusi'WajibRetribusidapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati'

(2) Bupati daiam jangka waktu pating P*" .6 (enam) bulan' sejak

diterimanya permohonan pengemLafan .kelebihan 
pembayaran

Retribusi ".'ulg"i*""" 
a1*ir.=ra pada ayat (1), harus

memberikan kePutusan'

(3)ApabilajangkawSktusebagaimanadi.ma}<.sudpadaayat(2}dan
ayat (3) t"i"r, dilampaui ;;; Bupati tidak memberikan suatu

keputusan, permohonan . pt"g"*olfj1l pembayaran Retribusi

dianggap dit ub"lk"t' dan SKPDLB atau SKRDLB harus

diterbitka" ;i; j""sL" waktu paring lama 1 (satu) bulan'

(4) Apabila wajib - Retribusi mempunyai ut3'ng Retribusi lainnya'

kelebihan pembayaran n.[iu"'*i sebagaimana dimaksud pada

ayat (U ia,'g"""g . 
aiperhitungkan untuk melunasi terlebih

alfrutu utang Retribusi tersebut'

(5) Pengembalian kelebihan pemlayara1. Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) aii"r.rr.an dalam jangka waktu paling

lama z ra,r"iiii;'-;i"il;it..uitr.u.,nya sKPD LB atau SKRDLB.

{6)JikapengembaliankelebihanpembayaranRetribusidilakukan
setelah lewat 2 (dua) UJ""" Bupati memberikan imbalan

bunga s"besar 2 ot, 1a,r**;;."en) 
'sebulan atas keterlambatan

pembayaran keleUihan pembayaran Retribusi'

(7)TatacatapengembaliankelebihanpembayaranRetribusi
sebagaima*a di**f"r-ra pJ* "V"t tfl 

diatur dengan Peraturan

BuPati.

(3)
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(1)

BAB XIII
KEDALIIWARSA PENAGIHAN

Pasal 2O

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui wakiu S ltiga; tahun terhitung sejak saat

terutangnya retribusi, kecuali !t<a wajib retribusi melakukan

tindak pidana di bidarg retribusi'

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan surat teguran; atau
t. "a" 

pengakuan ut.'.g retribusi d.ari wajib retribtrsi, baik

langsung maupun tidak langsung'

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada

"y"i tzl huruf a, kedaluwarsa penagiharr dihitung sejak tanggal

diterimanya surat teguran tersebut'

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana

ai*ii.*r-ra pada alat Q) huruf b adalah wajib retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan

belum melunasinya-kepada Pemerintah Daerah'

pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada lyat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan a.rg"r.u, ata.r1 penundaan pembayaran dan

permohonan keheratan oleh wajib retribusi'

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTAI{G RETRIBUSI

{21

(3)

(4)

(s)

(1)

(21

Pasal 21

Piutang retribusi yang tidak .mungkin - 
d.itaSih iagi karena. hak

untuk *"t"Lrt"rr" penagihan sudah kedaluwarsa dapat

dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapu.san piutang retribusi

kabupate., y*rrg- *rarn kedaluwari *Eu"g"i*ana dimaksud pada

ayat (1).

Tatacarapenghapusanpiutangretribusiyangsudahkedaluwarsa
diatur dengan Peraturan BuPati'

(3)

BAB XI/
PEMERIKSAAN

Pasal 22

(1)BupatiberwenangmelakukanPemeriksaanuntukmenguji
kepatuhanpemenuhankewajibanretribusidalamrangka

11



(2)

melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi'

Wajib retribusi yang diperiksa wajib
*. L"*perlihaikari dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

d"okumenyangmenjadidasarnyadandokumenlainyang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan ke-empaian untuk memasuki tempat atau

ruanganyangdianggapperludanmemberikanbantuanguna
kelancaran Pemeriksaan; dan/ atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan'

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi

diatur dengan Peraturan BuPati'
(3)

(1)

{2\

Pasal 23

pemanfaatan dari penerimaan retribusi digunakan- untuk
*"*ti"Vai kegiatan yrttg berkaitan langsung dengan pelayanan

yang bersangkutari, meliputi biaya pencetakan dan

pengadministrasian'

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi

""t"S"ir"ana 
diriaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan

Bupati

BAB TN/II
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1) Instansi yang melaksanakan pemllng-utan.Pajak dan Retribusi dapat

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu'

(2) pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui anggaran pendapatan dan Lrelanja daerah'

(3) Tata cara pemberia" d?l pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud p"a* *vut (i) diatur dengan peraturan Bupati dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang beriaku'

BAB 
'NTIPEMANFAATAN RETRIBUSI

BAB 
'(vIUKETENTUAN PENYIDII{AN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Neg-eri .Sipil (PPNS) . 
tertentu di lingkungan

pemerintah Daerah diberi 
-ir.**"*g 

khusus sebagai Penyidik

untuk melakukan penyidikan 
- 
tindak- pidana di bidang retribusi

daerah, *"u"s;i;;r" iimat sua dalam undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

LZ



(2) penyidik sebagaimana dimaksud pad,a ayat (1) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oieh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

(3)WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah:
a. menerlma, mencarl, mengumpulkan' dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan" dengan tindak pidana, di bidang

Retribusi Daerah agar keterr.rg":t atau laporan tersebut menjadi

lebih lengkaP dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkln keterangan mengenai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi

atau badan sehubungan dengan tindak pidanh di bidang retribusi

daerah;

d.memeriksabuku,catatan,dandokumenlainberkenaan
dengantindakpidanadibidangretribusidaerah;

e'melakukanpenggeled'ahanuntukmendapatkanbarangbukti
pembukuan,pencatatan,dandokumenlain'sertamelakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli daiam rangka pelaksanaan tugas

penyidikantindakpidanadibidangretribusidaerah;
g. menyuruh berhenti danlatau melarang seseorang

meninggalkan rLlangan atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeritsa identitas orang, benda,

dan/atau dokumen Yang dibawa;

h.memotretSeseorangyangberkaitandengantindakpidana
retribusi;

i'memanggiloranguntukdidengarketerangannyadandiperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k.melakukantindakanlainyangperluuntukkelancaran
penyidikan tindak pidana di- bidang Retribusi daerah sesuai

dengan ketentuan peiaturan perundang-undangan'

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) memberitahukan

dimulainyap",,yiaiu,,danmenyampaikanhasilpenyidikannya
kepada Penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republiklndonesia,sesuaidenganketentuanyangdiaturdalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana'

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

melaksanakan kewajibannya sehingga
(1) Wajib Retribusi Yang tidak
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merugikankeuanganDaerahdiancamdenganrldlna_kurungan
paling lama s (tie;i butan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-

(Lima Juta RuPiah).

(2)Tindakpidanasebagaimanadimaksudayat(1)adalahpelanggaran.

(3) Hasil denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas

daerah.

BAB X'(
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan

oleh BuPati.

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanan Peraturan

Daeiah ini dilakukan -oleh Inspektorat, satuan Polisi Pamong

F.*j", dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah'

BAB X>il
KETENTUAI{ PERALIHAN

(1)

(2)

Ketentuan mengenal
Penduduk Elektronik
pelimpahan tanggung
Daerah.

Hal-hal Yang belum diatur dalam

mengenai teknis Pelaksanaannya
Peraturan BuPati-

Pasal 28

tarif retribusi untuk pelayanan Kartu Tanda

berbasisNlK(e-KTP}diberlakukansetelahadanya
jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

BAB X)ilI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan 
- 

Daerah

KabupatenBalanganNomor0gTahun2006tentangRetribusi
penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendud'uk dan Catatan Sipil

(Lembaran Oaerih Kabupaten Balangan Tahun 20A6 Nomor 03 SERI C

Nomor 08), dan Peraturan Daerah Kaf,upaten Balangan Nomor 05 Tahun

2AOg tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 0g Tahun 2A06 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu

Tanda penduduk dan catatan sipil (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Tahun 20A6 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 3O

Peraturan Daerah ini sePanjang
diatur lebih lanjut dengan
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Pasal 31

mulai berlaku pada tanggal diundangkan'
Peraturan Daerah ini

Agar setiaP orang
Peraturan Daerah ini
Kabupaten Balangan'

mengetahuinya, memerintahkan q""g""111111
dengan penempatannya dalam Lembaran llaeran

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2AL2
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2A12 NOMOR 1 1

sesual dengan aslinya.
Setda Kab. Balangan,

Hukum,

ARIN, SH
.r (rvlb)

11019 199203 1 002

kum
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUT{ 2OI2

TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK

I{ARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

sesuai dengan Amanat undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun t9+5, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Azas Otonomi dan

tugas Pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraarr masyarakat melalui

peningkatan pelay"rru'ri, pemberdayaan dan peran serta masyarakat'

Dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan

wajib yang *"rr.1-"ai kewenangan pemerintahan daerah untuk
kalupai.n/kota merupakan urusan yang berskala kabupatenlkota yang

saiah satunya meliputi pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan retribusi pelayanan

t"p"ra.raukan dan catatan sipil, maka perlu diatur dalam Peraturan

Daerah KabuPaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas.
Pasal 2

AYat (i)
CukuP jelas.

AYat (2)
CukuP jelas.

Ayat (3)
CukuP jeias.

Pasal 3
CukuP jelas.

Pasal 4
CukuP jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "Retribusi Jasa Umurn" adalah retribusi
yang dikenakan atas jasa umum' Sedangkan j1:" umum

merupakan pelaya,,u",, yu''g disediakan atau diberikan Pemerintah
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daerahuntuktujuankepentingandankemanfaatanumumserta
J"p"t dinikmati otetr orang pribadi atau Badan'

Pasal 6
CukuP jelas.

Pasal 7
CukuP jelas.

Pasal 8
CukuP jelas.

Pasal 9
CukuP jelas.

Pasal 10
CukuP jelas.

Pasal 1 1

CukuP jelas.
Pasal 12

CukuP jelas.
Pasal 13

AYat (1)
Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah tidak dapat

diPihak ketigakan'
AYat (2)

CukuP jelas'
AYat (3)

CukuP jelas.
AYat (4)

CukuP jelas'
AYat (5)

CukuP jelas.
Ayat (6)

CukuP jelas.
AYat {7)

CukuP jelas'
Pasal 14

CukuP jelas.
Pasal 15

CukuP jelas-
Pasal 16

CukuP jelas.
Pasal 17

CukuP jelas.
Pasal 18

CukuP jelas.
Pasal 19

CukuP jelas'

Pasal 20
CukuP jelas.

Pasal21
CukuP jelas'

Pasal 22
CukuP jelas.

Pasal 23
CukuP jelas.

Pasal 24
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CukuP jelas.
Pasal 25

CukuP jelas.
Pasal 26

CukuP jelas.
Pasal 27

CukuP je1as.

Pasal 28
CukuP jelas'

Pasal 29
CukuP jelas'

Pasai 30
CukuP jelas.

Pasal 31
CukuP jelas.

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBALANGANNoMoRS
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Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 1{ Tahun 2012
Tanooal 5 Maret 2012

TARItr' REIRIBUSI PENGGAI{TIAN BIAYA CEfAK I(ARTU TANDA
PENDUDUK DAI{ AI(TA CATATAI{ SIPIL DI KABUPATEI{ BALANGAI{

BUPATI BAI,AIITGAN,

Ttd

H. SEFEK EFTENDIE

NO JENIS PELAYANAN
BESARI\TYA TARIF

WNI WNA

1 2 3 4

1

2

3

4

I

PELAYANAN KTP

PELAYANAN KTP ELEKTRONIK (C - KTP)

Kartu Keluarga (KK) :

PELAYANAN AKTA PENCATATAN SIPIL

A, Permohonan Baru

1. Akta Perkawinan

2. Akta Perceraian

3. Akta Kematian

4. Akta Pengakuan Anak

B. KUTIPAN AKTA KEDUA DAN
SETERUSI\IYA (HILANG / PERBAI KAN)

1. Akta Perkawinan.

2. Aktz- Perceraian.

3. Akta Kematian.

4. Akta Pengakuan Anak.

Rp. 5.000,

Rp. 35.OOO,

Rp. 7.000,-

Rp. 75.OOO,-

Rp. 75.000,-

Gratis

Rp. 75.000,

Rp. 75.000,-

Rp. 75.OOO,-

Rp. 25.000,-

Rp. 75.000,-

Rp. 10O.00O,-

Rp.120.000,-

Rp.1OO.O00,-

Rp. 20O.OO0,-

Rp. 2OO.0OO,-

Rp. 1OO.0OO,-

Rp. 200.000,-

Rp. 250.000,-

Rp. 25O.OOO,-

Rp. 1OO.000,-

Rp. 25O.OOO,-

bina3l*I (IV/b)
tf6.rlo19 r992o3
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